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SALINAN 

  
                                   

 

GUBERNUR SULAWESI BARAT 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 

NOMOR  12  TAHUN  2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI  NEGERI SIPIL  DAERAH  LINGKUP  PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT BERDASARKAN PRESTASI  

KERJA, BEBAN KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI 
  

         DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI BARAT,  

 

Menimbang : a.  bahwa dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 
30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Derah Lingkup 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Prestasi 
Kerja, Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi, belum diatur 

mengenai TPP bagi Pejabat Struktural yang berasal dari 
Instansi lain dan gajinya dibayarkan dari APBN, seringga 

Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 
Derah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 
Berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Kelangkaan 

Profesi; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4400); 
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  4.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

  5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

  7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

  14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
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tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  15.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 

2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 26); 

  16.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 34) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat 
Nomor 63); 

  17.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 39); 

  18.  Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 
2011 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan 

PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 22); 

  19.  Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Derah Lingkup 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Prestasi 
Kerja, Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi (Berita Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 30); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 30 

TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI 
BARAT BERDASARKAN PRESTASI KERJA, BEBAN KERJA 
DAN KELANGKAAN PROFESI. 

 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan daam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan 
Kelangkaan Profesi diubah sebagai berikut:  
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1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah 
dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Penerima TPP adalah: 

a. PNSD/CPNSD yang gajinya dibayarkan melalui APBD; dan 

b. PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBN/APBD yang 

diperkerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat dan jabatan struktural dan jabatan lainnya. 

(2) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 
kepada PNSD/CPNSD yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan 
desember tahun sebelumnya dan telah memiliki uraian tugas secara 

tertulis (job description). 

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan TPP 

yang besarannya sama dengan tunjangan kinerja yang diterima pada 
instansi asalnya. 

(4) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur. 

(5) PNSD Non Struktural atau Pindahan dari Pusat/Provinsi/ 
Kabupaten/Kota dalam tahun berjalan yang namanya belum tercantum 

dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan TPP 
pada saat anggarannya telah dimuat dalam APBD. 

(6) PNSD yang sedang tugas belajar, TPP-nya diberhentikan sementara dan 
diberikan kembali setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya. 

(7) CPNSD yang diangkat dalam tahun berjalan diberikan TPP pada tahun 
berikutnya. 

 
  

 

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

 

(1) Apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan pemberian TPP, 

tidak diperkenankan membayarkan jasa kepada PNSD Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat.  

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 
terhadap jasa sebagai narasumber, moderator, instruktur, protokol, 

pembaca doa dan tim/panitia kegiatan lintas SKPD/instansi lain yang 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(3) TPP dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari 
masa kinerja dengan ketentuan Pegawai NegeriSipil Golongan III ke atas 
dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari jumlah netto yang diterima. 
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Pasal II 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat. 

 
 

 
       
  

                                                                         
 
 

 
 

                                                                        
 
 

                                                                 
 

 
 
  

 
 
 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 12 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

         
 

 

 

Diundangkan di Mamuju 

pada tanggal 28 April 2015 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, 

                 ttd. 

H. MUH. JAMIL BARAMBANGI 

Ditetapkan di Mamuju 

pada tanggal 28 April 2015 
 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

ttd. 

H. ANWAR ADNAN SALEH 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

      KEPALA BIRO HUKUM, 

                    ttd. 

H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si 

Pangkat: Pembina Utama Madya 

NIP       : 19560303 198703 1 007 


